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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data 

kepustakaan atau data sekunder, dengan mengkaji mengenai asas-asas, norma, 

kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.
1
 

Penelitian ini dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum 

tidak tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang tercantum dalam rumusan 

masalah, yaitu mengenai pembagian keuntungan atau pembayaran royalty fee oleh 

franchisee kepada franchisor, apakah sudah sesuai dengan asas proporsionalitas, 

dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian 

kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan 

menggunakan data berupa bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder, 

yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. 

B. Jenis Pendekatan 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach). 

Dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang 

bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti 

dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2017 

tentang Waralaba. Kaitannya dengan penelitian ini, permasalahan 
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hukumnya berpijak dari salah satu rumusan pasal di dalam 

Peraturan Prundang-undangan tersebut. 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach). 

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan 

untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum.
2
 

C. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari 3 (tiga) sumber 

bahan hukum yaitu: 1) bahan hukum primer; 2) bahan hukum sekunder; dan 3) 

bahan hukum tersier (non hukum). Sumber bahan hukum primer diperoleh dari 

sumber yang mengikat (authoritative source), dalam bentuk perundang-undangan 

yang dalam hal ini terdiri dari : 

a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 

c. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

d. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba  

f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3/M-DAG/PER/8/2008 tentang 

penyelengggaraan waralaba sebagaimana telah diperbaharui dengan 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba 

g. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. 

Sumber bahan hukum sekunder di peroleh dari Buku-buku hukum 

(textbook), jurnal-jurnal hukum, kesaksian saksi ahli hukum yang menjadi saksi 

ahli dalam suatu sidang, dan artikel-artikel yang berkaitan erat dengan 

permasalahan hukum yang diteliti di situs-situs terpercaya di internet. 
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Bahan hukum tersier atau lebih dikenal dengan bahan non hukum adalah 

bahan hukum yang relevan seperti buku-buku mengenai hal-hal di luar bidang 

hukum, kamus, hasil-hasil penelitian, majalah, Koran, media elektronik, dan 

ensiklopedia. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ditelusuri 

menggunakan metode membaca undang-undang yang terkait dengan 

permasalahan, literatur, dan menulis, serta melakukan wawancara dengan ahli 

ataupun pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

Teknik membacanya dengan cara, pertama membaca  undang-undang serta 

peraturan lainnya yang terkait dengan permasalahan, kemudian mencari literatur 

yang relevan dengan permasalahan, buka daftar isi lalu cari BAB atau 

pembahasan yang terkait dengan permasalahan, baca cepat, setelah ditemukan, 

catat di kertas atau buku tulis mengenai penulis, tahun terbit, cetakan, judul, 

penerbit literatur serta halaman pembahasan yang ingin dituangkan dalam tulisan. 

Sambil membaca, dilakukan penandaan untuk memberi tanda pada bagian yang 

dianggap penting. 

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan ahli ataupun pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini, dengan cara menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya 

jawab dilakukan secara bebas, sehingga peneliti mendapatkan data yang 

dibutuhkan. 
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E. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan-bahan penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penulis dalam 

menganalisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian 

yang telah di lakukan. Argumentasi di sini dilakukan penulis untuk memberikan 

preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya 

menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.
3
 

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul digunakan 

teknik analisis yang menggambarkan anatara kondisi ideal das sollen yaitu sesuai 

yang dicita-citakan oleh peraturan perundang-undangan, dengan kondisi das sein 

yaitu fakta yang terjadi, lalu jika terdapat penyimpangan atau kesenjangan, 

kemudian dianalisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pemecahan masalah, dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan masalah kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan yang 

didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat nalar. 
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